DINAS PENDIDIKAN _
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 7713 /-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Musiimin Jakarta nomor
061/101.5/SMP-Y/¥/I11/2613 tanggal 13 Maret 2013 dan Surat Rekomendasi
Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi  Jakarta Twnur
nomor 2497-4/073.55 tanggal 24 Mei 2013 serta hasil penelitian Tim, maka
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerabh Khusus Ihekota Jakarta dengan
ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN MUSLIMIN JAKARTA

Nama Sekolah  : SMP ISLAM YASMIN

Alamat : Jalan Raya Bogor Km. 27 Kel. Pekavon,
Kec. Pasar Rebo, Jukarta Timur

Ketua Yayasan : Dr. H. ORDE DJAUHARY

' Surat {zin Operasional ini berlaku sejak September 2013 sampai
dengan  September 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapar kekelirnan dalam Izin Operasional ini akar dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Seprember 2053

»Kl«lBALA{:]‘)i.ENAS PENDIDIKAN
PROVINSL DEIJAKARTA

Dr. I TAUFIK YUDi MULY ANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005




2014. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 20
Tahun 2016, dergan inj saya minta perhatian Saud
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» DINAS PENDIDTKAN
PROVINSYDALRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para P mpinan Yayasan
Penyelenggara Pencidikan
2. Para Fimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 71 /3Z/2018

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN 121N OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAM

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan Nomar 36 Tahun

12 dan Peraturan Guberaur Nomor 7
ara hal-hal sebagai bariku- -

Izin Prinsip lembaga rpendidikan yang telah dikelvarkan cieh Dinas Pendidikan dan
atau Badan Pelayanan Terpacdu Satu Pin‘u (BPTGP), segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan !zin Operasional ke BPTSP selambet-lambalnva 2 tahun sejax diterbitkan.

lzin Operasional lem>aga pendidikan yang telah dikeluarkan clen Dinas Fendidikan
dan atau Badan Palayanan Tarmadu Ssty Pirtu tetap berlake, sepanjang lembaga
pendidikan dima<sud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan rama, alamat,
dan status lemkaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak ne-u mengurus
perpanjangan izin operasional.

Izin operasional serbagaimana dimaksud
manakala lembaga pend.dikan tidak
sebagaimana diatur dalam ketentua

pada angka 2 dapat dicabut sewaklu-wak:u
memsnuhi ketentuan penyelerggaraan pendidikan
n peraturan perundang-undargan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera mclaporkar kordis:
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Nomor 1t Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikiimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI palirg famkbat tanggal 12 Agustus 2076.

sekolah dengan

Khusus pemmohonan 1zin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usiz Dini {(PAUD) atau
Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yarg bersifat non profit/non

komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga herbadan hukum, pemohon harus -
melampirkan :
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a. Peinyataan persetujuan (d atas metearaj

. ) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
Persetujuan tetangga dis

skitarnya sebagai pengganti UuG.

B. Pemanfaatan fasilitas sekolah Neg=n oleh yayvasan sekolah swasta hanya dapat
diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama artara yayasan dengan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarla, dalam kg int Badan Pengaiola Keuangan dan Aset Dzerah
Provinsi DK| Jakarta,

7. Khusus satuan rendidikan SMK yang telah memiliki zin obcrasional dan terakreditasi
dapal mengembangkan/menambah kompetersi xeahlian baru sesuai hasil analisis
wntutan masyarakat, dunia usaha, dunia dustri, sctelah mendapatkan izin dar Dinas
Pendidikan Provingi OKi Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
serta ponuh tangg ung jawab,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Dacrah Khisus kukota Jakarra,
y
g
Sopan Adriznto
NIP 19321 1071896031001

Tembusar °

1. Gubemur Provinsi DK] Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DK Jakarta

S. Inspektur Provinsi DK| Jakarta

§. Kepala BPTSP Provinsi DKl Jakarta

7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DK! Jakarta

8. W/akil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DK| 3 karta

9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKl Jakanta

10. Sekretaris Dinas Pendidikanr Provinsi DK/ Jakarta

11. Para Kepala Bidany pada Dinas Perdidikan Provinsi DKJ Jakarz

12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wiiayah | dan Wilayah Il Kota Administrasi di Previnsi
DKl Jakarta

13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Adrministrasi Kep. Seribu

14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikar Kecamatan di Previnsi DKI Jakarta

18. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLE Provinsi DKI Jakarta
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. Para Penilik PAUDN] Provinsi DKI jakarta

H_on



